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RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “KRITERIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3

TAHUN 2020”. Isu hukum dalam penelitian ini adalah :

1. Penentuan Kkriteria dalam pendelegasian kewenangan dalam memberikan
perizinan berusaha pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020.

2. Akibat atas penarikan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat dari
pemerintah daerah pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020.

Sebagaimana dengan isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini merupakan
penelitian hukum bersifat normative dengan menggunakan metode pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual
approach), dan pendekatan historis (historis approach). Bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. langkah penelitian
tesis ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan
pokok dalam pembahasan selanjutnya dari isu hukum tersebut, penulis mencari dan
mengumpulkan bahan hukum primer bahan hukum sekunder, selanjutnya bahan
hukum vyang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarisifikasi

berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan
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analisis dan disimpulkan. Dari hasil penelitian terhadap isu hukum yang dikaji dan

dianalisis dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam kriteria pendelegasian pemberian perizinan ini yang meliputi

perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pengawasan dalam menjalankan
delegasi tesebut tercantum juga pada Perpres Nomor 55 tahun 2022 untuk
Gubernur memberikan penugasan pada Inspektur Tambang dan Pejabat
Pengawas Pertambangan untuk dapat mengawasi jalannya kegiatan
operasional. Dan kriteria pendelegasian yang diberikan pusat kepada daerah
untuk melakukan penerbitan pemberian izin ini tergolong ke dalam usaha
pertambangan Galian C. Pembagian tersebut dibagi menjadi 3 bagian yakni
pemberian sertifikat standar, izin, dan pembinaan atas pelaksanaan perizinan

berusaha.

. Akibat yang muncul akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020

yakni adanya sentralisasi kekuasaan yang dimana kewenangan untuk dapat
mengelola kegiatan usaha pertambangan yang diberikan kepada pemerintah
pusat dari semula kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah provinsi, dan
hal tersebut menyebabkan adanya ketidak seimbangan dalam peran antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dimana pembagian
kewenangan usaha pertambangan untuk memberikan izin usaha pertambangan
bertumpu pada pemerintah pusat dan menghilangkan kewenangan dan peran

dari pemerintah daerah.
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Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian atas isu hukum diatas maka saran dari

penulis yaitu :

1. Dalam pembagian kriteria pendelegasian kewenangan pemberian perizinan
usaha pertambangan perlu adanya pemberian izin dan double check atau
verifikasi dua kali dalam pemberian izin juga dalam sertifikat standar dan
mekanisme pendelegasian agar dapat dimaksimalkan dalam pengelolaan dan
pemberian izin khususnya bagi pemerintah daerah.

2. Berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari penarikan kewenangan
pemberian perizinan berusaha yaitu mengarah kepada paradigma sentralisasi
maka paradigma desentralisasi perlu di kembalikan sebagai bentuk otonomi

daerah.
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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kriteria pendelegasian kewenangan dalam pemberian
perizinan berusaha di bidang pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020, serta mengkaji akibat hukum dari penarikan kewenangan perizinan
berusaha oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah provinsi yang mengakibatkan
terjadinya sentralisasi kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan historis. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan
melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan terhadap isu hukum yang
dikemukakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pendelegasian
kewenangan dalam pelaksanaan perizinan pertambangan diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2022, yang memberikan kewenangan kepada gubernur
untuk menugaskan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan dalam
melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional pertambangan. Selain itu,
pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam
penerbitan izin usaha pertambangan terbatas pada usaha pertambangan bahan galian C.
Penarikan kewenangan perizinan usaha pertambangan dari pemerintah daerah provinsi
kepada pemerintah pusat mengakibatkan perubahan pengelolaan kewenangan yang
sebelumnya berada pada pemerintah daerah, sehingga menimbulkan
ketidakseimbangan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Kata kunci: Pendelegasian, Kewenangan, Pertambangan.
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ABSTRACT

This study analyzes the criteria for the delegation of authority in granting business
licenses in the mining sector following the enactment of Law Number 3 of 2020, as well
as examines the legal consequences of the withdrawal of licensing authority by the
central government from provincial governments, which has resulted in the
centralization of authority. This research employs a normative legal research method
using statutory, conceptual, and historical approaches. The collection and processing
of legal materials are conducted through library research by examining primary,
secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed to draw conclusions
regarding the legal issues raised. The results of the study indicate that the criteria for
the delegation of authority in the implementation of mining licensing are regulated
under Presidential Regulation Number 55 of 2022, which grants governors the
authority to assign Mining Inspectors and Mining Supervisory Officials to oversee
mining operational activities. Furthermore, the delegation of authority from the central
government to regional governments in the issuance of mining business licenses is
limited to Class C mineral mining activities. The withdrawal of mining business
licensing authority from provincial governments to the central government results in a
shift in the management of authority that was previously held by regional governments,
thereby causing an imbalance in roles between the central government and provincial
governments.

Keywords: Delegation, Authority, Mining.
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